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Komov Pokok Sekolah Nasiona

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN : \

KEMENTERIAN PENOIDIKAN OAN KEBUDA YAAN REPURLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

{diisi dengan huruf kapital)

Farmulir A1-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

. ldentitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

¢. Jenjang Sekolah
d. Status Sekolah
e. Propinsi

f. Kabupaten/Kota
g. Kecamatan

h. Kelurahan

i, Email

Legalitas Sekolah

a. No. SK/lzin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

d. Tanggal
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¢.  No.SK/lzin Operasional Sekolah [
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1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini, : 3@ %I .&L&‘I
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. '--:~,~: e —;,,;:',;;_,—'
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekotah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda mencrima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku,


mailto:pdsp@kemdikbud.go.id




Yayasan lshishul Ummah Bogor

SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-158 HT.01.02.TH 2007
NPWP : 02.595.087.4-404.000
Akte Notaris Tka Rini Hastuti Basuki, SH. No : 88 Tahun 2006

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR
KECAMATAN LEUWILIANG ~ BOGOR
Nomor : 04/SKEP/Yayasan-IU/V/2010

Tentang :
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL ISHLAH JASINGA
Menimbang : Dalam rangka merealisasikan generasi terbaik/Khoiru Ummah (QS. 3 : 110)
Mengingat : 1. QS.3:110

2. Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 2003
3. Rapat Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor

Memperhatikan :  Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor pada tanggal 02 Mei
2010
MEMUTUSKAN
-Menetapkan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor tentang pola umum

pendidikan terpadu yang ada di bawah Yayasan Ishlahul Ummah Bogor,
maka dengan ini kami pengurus Yayasan Ishlahul Ummah Bogor telah
sepakat untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ishlah yang
berlokasi di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kab. Bogor Untuk kemudian
sekolah tersebut diberi nama SDIT Al Ishlah dengan sistem bela_]ar Full Day
dengan target operasi tahun 2011-2012

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan d1t1n3au kembali apablla terdapat kekeliruan
di kemudian hari.

Ditetapkan di Bogor
_ Tanggal :1 Juni 2010
. Yayasan Ishlahul Ummah Bogor

‘:f:v"
Tembusan :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.

Yayasan : Kp. Parungpanjang Atas RT 08 RW 01 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang — Bogor 16640 Telp. (0251 8648877
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor: 421.2/ 149 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ISHLAH
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang ©a  bahwa dalam upaya meningkatkan  pelayanan  dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan lin Pendirian Sekolah
Dasar Islam Terpadu Al-Ishiah yang berlokasi di JI. Raya Jasinga-Bogor
Kp. Sipak Rt. 05/06 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor tentang ljin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ishlah
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 ):

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kall diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430);







15.

Memperhatikan S

10.

1.

12.

13.

14.

S0

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana lelah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Nomor 41);

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah  Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang
Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tenlang
Pembentukan Organisasi dan Tala kerja Dinas Pendidikan Kabupalen
Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );

Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei
2005 {entang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminisliasi
Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib
Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di
Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 {ahun 2013 tentang Tata Cara
Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama. dan Pencabutan Izin
Sekolah.

Instruksi  Presiden Nomor & Tahun 2006 tenlang Gerakan Nasional
Percepatan  Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia
Nomor : C-168.HT.01.02.TH.2007 tenlang Pengesahan Yayasan Ishiahul
Ummah Bogor tanggal 22 Januari 2007

Rekomendasi dari Kecamatan Jasinga Nomor : 451.4/103-Kesra tanggal
25 Februari 2015

Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan
DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga Nomor : 800/104-UPT tanggal 22 April
2013






Menetapkan :

KESATU

KEDUA

3

6. Surat Rekomendasi dari Desa Sipak Nomor : 474.4/39/11/2015 tanggal 23

Februari 2015
7. Surat Rekomendasi dari SDN Sipak 01 Kecamatan Jasinga Nomor

421 2/9-SD/2015 tanggal 23 Februari 2015

8 Surat Rekomendasi dari SDN Sipak 02 Kecamatan Jasinga Nomor :
421.2/045-SD/2015 tanggal 25 Februari 2015

8. Surat Persetujuan Warga/lzin Tetangga RT. 05/06 Desa Sipak Kecamatan

Jasinga Kabupaten Bogor
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT
Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga

Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan - YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR
Alamalt - Komplek BTN Leuwiliang Permai Kecamatan
Leuwiliang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama . SDISLAM TERPADU AL-ISHLAH

Alamat . JI Raya Jasinga-Bogor Kp. Sipak Rt 05/06
Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Boger

Mulai Tahun Ajaran o 2014/20156

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun
pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau saluan

pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi
peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan
atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional
Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi
puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada
tingkal satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional
dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada
satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri
atas nama vyayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan
peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak
digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran







KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud
‘pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan
lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian
baru; '

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbui kerugian terhadap
pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya  kegiatan
pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi fanggung

jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau balal
demi hukum:

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diklum kedua, keliga dan
keempat kepulusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan
kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka kepulusan ini batal demi
hukum;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban
dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal /2T SR IV o

1. Yth. Direkiur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;

. Camat Jasinga .
n. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK DIKDAS DAN DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga.
th. Desa Sipak Kecamatan Jasinga.

h. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
th. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;

th. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
th
t

)






-150.HT.03.01 - Th.1996

PEJAB_AT PEMBUATAKTA TANAH
KABUPATEN BOGOR

JI. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 647133, 648355 fax. 647133
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sebagnimana tersebyt diatas,
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881hndanganf— ______________________________________

< Melestarjikan lingkungan hidup. - T

Memberf bantvan kepada korban bencana alam,- __.____[
Mambe bantuan kepada penéUnysj akib

..q......‘.'-.‘.‘.--,'

vosy
-






......

il
=

- Minuta akta inj

._—---s--_~—___~ -

Tl ~ DEMIKIAN axTa INT. -
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= Pibuat dap diselesaikén di Leuwiliang pada harj I —
dan tangea| tersebut pada bagian awa akta inj,

oleh Tuap Mo,

Clampea, Pemegang Kartuy Tanda Penduﬁuk Nomar 32.03.05.20087:'
768971,

Sa’ptamarga, Rulkun Te.tdngga 1, Rukun Warga 3, Desa Leuwiliang,
Kecamatan Lenwj:iang kedua-duanya Warga Negarg Indonesia.dan
SeBvagai para saksi.- . _____

Notaris, Mmenandatanganj akta inj. -

_“—_‘__~~‘-—ax_____-~___~—-

= Dibuat dengan tanpa memaka j pPerubahan . -
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telar, ditandatzmgani dengan sém‘[,'
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. .\' 4 N ; . e B
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, }§ Nomor 28 Tahun 2004 tcn(an,g?auba{}aqafasUndang-pndang Nomor 16 Tahun
gf 2091 tentang Yayasan (Lcmb"aran Ncga.n;’l@cgublik lndom_;ia Tahun 2004 Nomor
g? 1 L,S,\Tamba.hanLc;nb@{an cgan &g@@;{gﬂomb Norpor 4430),
N - - - R 2 .
2N 2. Sum_chpums:an;Dig;k_tyrjlcgdcrgl_ Admjnistrasi - ukym U.num Departemen
N - Hukum Dan Hak Asisi:Manusia AepublikIndonesia Nomor C-26.HT.01.10.T14
\(2 2004 tanggul 06-Descaiber-2034 tentang-Tata- Cara Pepgesahan Akta Pendirian
25 dan Persctujuan Akta’berubaban £ aggaran Dasar Yayasan. : '
N -
2 MEMUTUSICAN
;;\*é -. .- .. - :.'A.
.g.’ Mencapkan - E
'g; J PERTAMA : Memberikan Pengesaban Akta Pendirian :
NV,
\Z§ YAYASAN ISHLAHUL UMMAH BOGOR
3 < NPWP : 62.595.087.4-404.000
>
¥ :
}\g berkedudukan di Kampung Parung Panjang Atas, Ru'zin Tetangga 01, Rukun
N Warga 08, Desa -Leuwiliang, Kecamatan Leuyiliang, - Kabupaten Bogor, scsuai
2 Alaa Nomor 38 taoggal 16 Agustus 2006 dap Al1a Nomer 32 tanggal 10 Januar
;< 2007 yang dibuat olch Notaris Nyonya Ika Rini-Hastupi Basuki, SH berkedudukan
@ di- Leuwiliang, Kabupaten Dscrah Tinglia Bogor.
N KEDUA © Keputusan Mentesi 1lukon, dar Mak Asasi Manusia Republ'k Inde-esia ini mulai
Zf§ berlaky scjak mnggal ditetapkan,
% Ditetapkan di Jakana

pada tanggal 22 jupe ... 2007 ,
A MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MA NUSIA REPUBLIK INDONESIA
' RIREKTUR JENDERAL
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